
  

SALINAN 
 
 
 

 

 
BUPATI PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 
NOMOR  20  TAHUN  2018 

 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 

 
Menimbang :  a.  bahwa pendanaan pendidikan di Kabupaten Purbalingga 

telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan 
Pendidikan; 

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan 

pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan 
Pemerintah Provinsi dan berdasarkan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5325 

Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 10 Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Pendanaan Pendidikan yaitu Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional agar dihapus, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Pendanaan Pendidikan perlu disesuaikan dan ditinjau 
kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pendanaan Pendidikan; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

 



  

 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4132) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4430); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 

Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10); 

 

 
 



  

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 

dan 
 

BUPATI PURBALINGGA 
 

MEMUTUSKAN: 

 
 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 

TAHUN 2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2011 Nomor 10) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonomi. 

3. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Bupati adalah Bupati Purbalingga.  

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi 

pendidikan di Daerah. 

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, memiliki 
kekuatan untuk pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

 



  

9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang 
didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan 
dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen 
sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung 
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

11. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang 
diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan 

pendidikan. 

12. Pembiayaan pendidikan adalah keseluruhan sumberdaya yang digunakan 

dalam proses pendidikan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat.  

13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 
yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. 

14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya  disebut  PAUD adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan  
lebih lanjut. 

15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal 
yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada 

satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau 
bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan 

pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah 
Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 

16. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.   

17. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif 

pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap 
satuan pendidikan.  

18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  

19. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang 
diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan 
diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.  

20. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 

orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat 
yang peduli pendidikan.  

21. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang 
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 

22. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau 
organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap 

pendidikan. 

23. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang 
dan jenis pendidikan tertentu. 



  

24. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 
dosen, konselor, pamong kerja, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, 

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi 
dalam menyelenggarakan pendidikan.   

25. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan 
administrasi, pengelola, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 
untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.  

27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

28. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya PPAS adalah 

program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 

29. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah 
dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun 

kedepan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah untuk 
mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang 

diharapkan menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 
 

Ruang lingkup pendanaan pendidikan meliputi: 

a. Pengalokasian dana pendidikan; 

b. Sumber Pendanaan Pendidikan; 

c. Pengelolaan dana pendidikan; 

d. Pembiayaan pendidikan; 

e. Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. 
 

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 9 
 

(1) Sumber pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:  

a. bantuan Pemerintah;  

b. bantuan Pemerintah Provinsi;  

c. anggaran Pemerintah Daerah;  

d. sumbangan orang tua atau wali peserta didik; 

e. bantuan dari pemangku kepentingan/masyarakat di luar peserta 

didik atau orang tua/walinya; dan  

f. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat.  
 

(2)  Sumber pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:  

a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan 

masyarakat;  

b. orang tua atau wali peserta didik; 

c. peserta didik atau orang tua/ wali peserta didik; 



  

d. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/ 
walinya;  

e. bantuan Pemerintah;  

f. bantuan Pemerintah Provinsi; 

g. bantuan Pemerintah Daerah;  

h. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan 

i. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan. 
 

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 
 

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 
 

(1) Sumber pendanaan pendidikan yang berasal dari peserta didik, orang 
tua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
terdiri dari sumbangan dan/atau pungutan dengan ketentuan: 

a. bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah hanya dapat menerima sumbangan orang tua atau wali 
peserta didik. 

b. bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 
dapat memungut pungutan dari peserta didik dan/atau sumbangan 

dari orang tua atau wali peserta didik. 
 

(2) Sumber pendanaan pendidikan yang berasal dari peserta didik, orang 

tua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 
bersifat sukarela dan tanpa paksaan. 

 

(3) Bantuan dari pemangku kepentingan dan pihak asing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

(4) Sumbangan dan/atau pungutan oleh satuan pendidikan wajib 
memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang 

jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja 
tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan; 

b. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Komite 

Sekolah; 

c. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan 
pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara 

satuan pendidikan; 

d. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang 
tidak mampu secara ekonomis; 

e. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan 
pendidikan; 

f. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan 

peserta didik, penilaian hasil belajar pesrta didik, dan/atau 
kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; 

g. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana 

pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk 
peningkatan mutu pendidikan; 

h. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau 

lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan; 

i. pengumpulan, penyimpanan, dan pengunaan dana 
dipertangungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan 

kepada pemangku kepentingan pendidkan terutama orang 
tua/wali peseta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan. 



  

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut 
 

Pasal 13 
 
(1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan.  
 

(2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas  

pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana 
pengembangan.  

 

(3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:  

j. bantuan Pemerintah;  
b. bantuan Pemerintah daerah;  
b. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;  

c. sebagian dana peningkatan mutu pendidikan; dan/atau 
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat.   

 

(4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika :  

a.   pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;  
b. dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi 

satuan pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang 

menjurus pada kepailitan; atau  
c. digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika 

terkena bencana.  
 

(5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk:  
a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi satuan 

pendidikan;  

b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu 
membiayai pendidikannya; dan/atau  

c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga 
kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.  

 

(6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk:  
a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak 

langsung; dan/atau  
b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.  

 

(7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko 
tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.  

 

(8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana 
pengembangan atas nama satuan pendidikan.  

 

(9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain.  
 

(10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin satuan 
pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara periodik 
tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan.  
 

7. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipi Bab baru yaitu BAB VI A dan diantara 
Pasal 20 dan Pasal 21 disisipi Pasal Baru yaitu Pasal 20 A sebagai berikut : 

 

BAB VI A 
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

 
Pasal 20 A 

 

(1)  Biaya pendidikan meliputi: 

a. biaya satuan pendidikan; 



  

b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan 
c. biaya pribadi peserta didik. 
 

(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas: 

a. biaya investasi, yang terdiri atas: 
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 
2. biaya investasi selain lahan pendidikan. 

b. biaya operasi, yang terdiri atas: 
1. biaya personalia; dan 

2. biaya nonpersonalia. 
c. bantuan biaya pendidikan; dan 
d. beasiswa. 
 

(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. biaya investasi, yang terdiri atas: 

1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 
2. biaya investasi selain lahan pendidikan. 

b. biaya operasi, yang terdiri atas: 

1. biaya personalia; dan 
2. biaya nonpersonalia. 
 

(4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 

dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi: 
a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas: 

1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan; 

2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan 
pendidikan; 

3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan 

pendidikan; 
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru; 

5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru; 
6. tunjangan profesi bagi guru; 
7. tunjangan khusus bagi guru; 

8. maslahat tambahan bagi guru;  
b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, 

yang terdiri atas: 

1. gaji pokok; 
2. tunjangan yang melekat pada gaji; 

3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan 
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. 

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 21 
 

 Bantuan biaya pendidikan terdiri dari bantuan biaya untuk PAUD, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 

 

 
 

9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 28 

 
(1) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan biaya pendidikan kepada 

peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang orang tua atau 

walinya tidak mampu membiayai pendidikan. 



  

(2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus 

ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik. 

(3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) 
dapat diberikan dalam bentuk pembebasan atau memberikan 

keringanan dari biaya pendidikan pada satuan pendidikan menengah. 

(4) Kriteria peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
 

Pasal  II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Purbalingga. 
 

                  Ditetapkan di  Purbalingga 

pada tanggal 13 November 2018 
             

Plt. BUPATI  PURBALINGGA 
WAKIL BUPATI, 

 

              ttd 
 

DYAH HAYUNING PRATIWI 
 

Diundangkan di Purbalingga 

pada tanggal 14 November 2018 

    SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

 
                  ttd 

 

       WAHYU KONTARDI 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 20  

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,  PROVINSI JAWA 

TENGAH : (20/2018)      

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

NOMOR  20  TAHUN  2018  

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN  

 

 

I. UMUM 

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Pendanaan Pendidikan disusun berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah 
yang semula merupakan kewenangan pemerintah kabupaten menjadi 
kewenangan pemerintah provinsi serta dengan diterbitkannya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2013 yang 
membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga tidak memiliki daya berlaku 
dan kekuatan hukum mengikat. Pasal 50 ayat (3) dimaksud mengatur 
mengenai Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan 

sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang 
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf 

internasional. 
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditindaklanjuti dengan 

diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

188.34-5325 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 10 Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan 
Pendidikan, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas  Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan 
Pendidikan. 

 
II. PASAL DEMI PASAL  

 
 Pasal   I  

 
        Pasal 1 

              Cukup jelas      
    
        Pasal 6 

              Cukup jelas 
 
        Pasal 9 

              Cukup jelas 
 

 
 
 



  

Pasal 11 
Yang dimaksud dengan sumbangan adalah sebuah pemberian yang 

bersifat sukarela dan tanpa paksaan yang berasal dari perorangan 
atau badan hukum yang penggunaannnya ditentukan berdasarkan 
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan pendidikan 

(RAPBS). 
 

Yang dimaksud dengan pungutan adalah suatu kebijakan berupa 

pengenaan biaya yang besarannya ditentukan berdasarkan hasil 
rapat antara Satuan Pendidikan dengan Komite Sekolah yang 
dibebankan kepada orang tua atau wali peserta didik yang digunakan 

untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. 
 

        Pasal 13 
               Cukup jelas 
 

        Pasal 20A 
               Cukup jelas 
 

        Pasal 21 
Yang dimaksud dengan Pendidikan Menengah adalah jenjang 

pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan 
pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah 
Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah 

Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. 
 

Pasal 28 
       Cukup jelas 
 

 

 Pasal  II 
             Cukup jelas 
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